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ABSTRACT

The daily lives of the Ciptagelar Indigenous Community are deeply
intertwined with their beliefs, culture, and agricultural traditions, leading the
majority of them to work as farmers. However, between 2001 and 2022, their
agricultural land drastically decreased by 92% due to much of it being converted
into residential areas and homestays. This land conversion signifies
deagrarianization, where the economy and livelihoods shift away from the agrarian
sector. This deagrarianization will alter the traditional tenurial system of the
Ciptagelar Indigenous Community, which has complex impacts on their food
sovereignty. This paper aims to explain the existence of the traditional tenurial
system of the Ciptagelar Indigenous Community amidst the threat of
deagrarianization due to land conversion in their area. The study employs
ethnographic methods to analyze cultural aspects comprehensively through in-
depth field research and an emic perspective (native point of view) to understand
the local concepts and values regarding agricultural land and its changes. This paper
will illustrate the traditional tenurial system patterns of the Ciptagelar Indigenous
Community, the cultural values underpinning the system, land use patterns and their
historical changes, the threat of deagrarianization to the traditional tenurial system,
and the mitigation efforts that can be undertaken to preserve the traditional tenurial
system. The research findings indicate that the Ciptagelar Indigenous Community
does not experience direct deagrarianization due to land conversion. However, the
threat of deagrarianization remains because of the transfer of land-use rights among

residents, leading to land conversion.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Wilayah Nusantara yang kini menjadi Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), memiliki keragaman budaya, ras, dan agama (Abdin, 2020).
Berdasarkan data dari Sensus Penduduk tahun 2010 yang dilaporkan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki total 1.340 kelompok suku
bangsa. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia kaya akan keberagaman
budaya. Keberagaman budaya dan kelompok suku bangsa juga merupakan
bentuk respon terhadap lingkungan fisik dan biologis yang ada di sekitarnya.

Manusia membentuk budaya dan lingkungan sosial di mana pola
perilaku, tindakan, dan budaya tersebut akan diwariskan dari satu generasi ke
generasi berikutnya (Rusli, 2012). Respon masyarakat ini akan menghasilkan
norma-norma adat dan tradisi yang dipegang oleh komunitas tertentu.
Masyarakat dalam kelompok suku bangsa masih memegang teguh nilai adat
istiadat dan terikat oleh identitas budaya. Mereka ini seringkali memiliki
kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat yang dianutnya.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan
masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang secara turun-temurun
mendiami wilayah adat dan memiliki sejarah asal-usul tertentu, hingga
menjalani kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga.
Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemerintah
mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak
tradisional yang masih terjaga sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk
menjaga dan mengakui hak-hak masyarakat adat serta memberikan landasan
hukum untuk perlindungan dan pelestarian adat.

Masyarakat adat bergantung pada sumber daya alam di lingkungan
tempat tinggal mereka (Mailissa et al., 2021). Oleh karena itu, hak masyarakat

adat untuk mengelola sumber daya alam memiliki peran penting dalam



kelangsungan hidup mereka. Bagi masyarakat adat, tanah adalah sumber
pendapatan terbesar untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang bersumber dari
pemanfaatan tanah (Harsono, 2003). Ditambah dengan keyakinan beberapa
masyarakat adat menilai tanah sebagai sesuatu yang sakral karena di tanah
itulah para leluhur dimakamkan dan menjadi tempat tinggal bagi para dewa
(Cahyaningrum, 2022). Selain itu, masyarakat adat juga memiliki pengaturan
sistem pengelolaan sektor pertanian yang berlaku pada masing-masing wilayah
adat. Banyaknya masyarakat adat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke
membuat sistem pengelolaan sektor pertanian secara tradisional atau adat yang
ada di Indonesia cukup beragam.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang kaya akan budaya. Hal
ini ditunjukkan oleh keanekaragaman budaya, tradisi, dan bahasa yang sudah
berkembang dan memiliki corak atau ciri khas di masing-masing daerah
(Prabowo & Sudrajat, 2021). Pada tahun 2022 Jawa Barat tercatat memiliki 37
kampung adat yang tersebar mulai dari Kabupaten Bogor sampai Kota Banjar
(Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2022). Salah satu kampung adat tersebut
adalah Kasepuhan Ciptagelar yang juga memiliki kearifan lokal terkait dengan
tanah.

Kasepuhan Ciptagelar atau dikenal dengan Masyarakat Adat
Ciptagelar, secara administratif berada di wilayah Kampung Cikarancang,
Dusun Sukamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten
Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kampung tersebut berbatasan dengan
Kabupaten Lebak di Sebelah Utara, dengan Kecamatan Kelapa Nunggal di
sebelah timur, dan dengan Desa Cicadas di sebelah selatan dan barat.
Walaupun secara administratif berlokasi di Sukabumi, tetapi dari segi budaya
dan identitas mereka merasa sebagai Orang Banten. Hal ini disebabkan oleh
persebaran Masyarakat Adat Ciptagelar di berbagai tempat di sekitar Gunung
Halimun, terutama di wilayah tiga kabupaten yaitu: Sukabumi, Bogor, dan
Lebak Banten. Pusat Kasepuhan Ciptagelar terletak di wilayah hutan
pedalaman yang termasuk wilayah kelola Perum Perhutani dan Taman
Nasional Gunung Halimun (TNGH) (Suganda, 2013).



Awalnya, Kasepuhan Ciptagelar berasal dari Kerajaan yang dipimpin
oleh Prabu Siliwangi, dengan pusat kerajaan di Cipatat, Bogor. Tokoh adat
kerajaan tersebut memutuskan untuk berpencar dan mendirikan kampung atau
Kasepuhan mereka sendiri. Bagi Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar,
perpindahan ini disebut "hijrah wangsit" atau "wangsit karuhun". Perintah
untuk hijrah biasanya datang melalui mimpi, meditasi, atau ritual khusus yang
diterima oleh kepala adat, yang disebut "abah™ (Rahayu & Nuryanto, 2008).
Dalam hijrahnya, para tokoh adat ini diberi wewenang oleh Prabu Siliwangi
untuk melestarikan sistem pertanian tradisional secara turun menurun. Hal
tersebut menyebabkan hampir seluruh kegiatan kehidupan sehari-hari
Masyarakat Adat Ciptagelar tidak terlepas dari kepercayaan, budaya, dan
tradisi pertanian (Khomsan, Riyadi & Marliyati, 2013). Mayoritas warga
Ciptagelar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dalam bertani,
penanaman padi harus dijalankan sesuai dengan petunjuk Kasepuhan. Melalui
petunjuk ini mereka dapat mengetahui waktu yang tepat untuk menanam padi.
Mereka meyakini falsafah adat yang berbunyi ‘Pertanian itu diagungkan akan
tetapi bukan dituhankan, manusia saja melahirkan satu tahun sekali’. Bagi
mereka pertanian adalah ritual adat yang sangat sakral. Masyarakat Adat
Ciptagelar percaya bahwa manusia hanyalah bagian dari beberapa makhluk
yang hidup di alam semesta ini, termasuk padi. Kuatnya tradisi pertanian
Masyarakat Adat Ciptagelar menjadikan mereka sebagai masyarakat yang
memiliki kemandirian pangan.

Saat ini, kelestarian pertanian di wilayah Kasepuhan, harus berhadapan
dengan penurunan luas lahan pertanian. Pada tahun 2001-2022, lahan pertanian
menurun seluas 30.806 m? atau menyusut dari total luas persawahan 50.746 m?
menjadi 19.940 m?. Sementara itu, fakta lain menunjukkan bahwa luas area
komersial meningkat seluas 2.783 m?, fasilitas umum meningkat seluas 5.720
m?, dan perumahan meningkat seluas 27.232 m? (Saputro & Wibisono, 2023).
Penurunan lahan pertanian ini bertentangan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian



Pangan Berkelanjutan yang dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau
menghentikan laju alih fungsi lahan pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu penanda penting dari
terjadinya deagrarianisasi. Deagrarianisasi adalah suatu kondisi ketika aktivitas
ekonomi dan mata pencaharian masyarakat semakin bergeser dari pola agraris
(Pujiriyani et al., 2018). Gejala ini ditandai dengan beberapa hal seperti,
perubahan pola kerja dan mata pencaharian, migrasi penduduk dari pedesaan
ke perkotaan, perubahan pola konsumsi makanan, dan perubahan struktur
kepemilikan lahan pertanian. Merujuk pada Bryceson (1996), alih fungsi lahan
adalah salah satu faktor penting yang memicu terjadinya deagrarianisasi.
Bryceson menekankan bahwa deagrarianisasi memiliki dampak sosial dan
ekonomi yang kompleks, termasuk perubahan dalam pola penggunaan lahan,
urbanisasi, dan pengurangan lapangan kerja di sektor pertanian. Selain itu,
deagrarianisasi juga akan menempatkan masyarakat adat Indonesia dalam
ancaman serius. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat adat bergantung pada
pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan mereka.

Bryceson (2004) menegaskan bahwa deagrarianisasi pada akhirnya
akan berdampak signifikan pada sistem kepemilikan lahan pertanian pada
masyarakat pedesaan. Deagrarianisasi dapat menjadi sebab dan juga akibat.
Deagrarianisasi menyebabkan tanah-tanah pertanian mengalami alih
penguasaan dan pemilikan (perubahan sistem tenurial). Dalam hal ini,
pertanian dinilai tidak lagi menjadi pekerjaan yang menjanjikan. Sebaliknya
deagrarianisasi juga menyebabkan mereka yang masih ingin melanjutkan
aktivitas pertanian tidak mampu lagi melakukannya karena mereka tidak lagi
memiliki tanah pertanian.

Melihat dari teori Bryceson (2004) yang terjadi di masyarakat pedesaan
Afrika, pada masyarakat adat Ciptagelar alih fungsi lahan juga dapat berpotensi
mendorong terjadinya perubahan sistem tenurial tradisional. Contoh dari
sistem tenurial tradisional adalah penguasaan tanah yang diatur oleh individu,
kepemilikan tanah yang dialihkan secara turun menurun, dan pemanfaatan

tanah yang dikelola oleh masing-masing pemilik tanah. Perubahan pada sistem



tenurial memiliki konsekuensi yang kompleks, antara lain dapat memicu
konflik tenurial, ketidakpastian kepemilikan bagi masyarakat, hilangnya akses
masyarakat terhadap lahan pertanian, hilangnya kearifan lokal terkait dengan
pengelolaan lahan dan sumber daya alam, dan berkurangnya kemampuan
masyarakat untuk mempertahankan budaya dan tradisi alam (Affandi &
Harianja, 2009; Diantoro, 2020; Gnych et al., 2020). Terjadinya alih fungsi
lahan akan mempengaruhi kemandirian pangan dan kearifan lokal Masyarakat
Adat Ciptagelar. Hal tersebut dikarenakan kemandirian pangan Masyarakat
Adat Ciptagelar bersumber pada sistem tenurial tradisionalnya. Oleh karena
itu, penulis melakukan penelitian tentang sistem tenurial tradisional
Masyarakat Adat Ciptagelar di tengah ancaman deagrarianisasi akibat alih
fungsi lahan pertanian dengan judul “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian

Terhadap Sistem Tenurial Tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar”.

. Rumusan Masalah

Seiring pertumbuhan populasi Masyarakat Adat Ciptagelar, pemenuhan
kebutuhan masyarakat pun meningkat. Tercatat selama dua dekade terakhir,
sebesar 92% penggunaan lahan masyarakat telah berubah, terutama di
persawahan dan tegalan (Saputro & Wibisono, 2023). Alih fungsi lahan
pertanian terjadi akibat banyaknya permintaan tanah untuk permukiman dan
pengembangan homestay. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-
pertanian tidak hanya mengurangi luas lahan, tetapi juga melibatkan perubahan
dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Alih fungsi lahan memberikan dampak yang signifikan terhadap
lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Menurut Anam (2019) Alih fungsi
lahan memiliki dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsungnya
termasuk hilangnya lahan pertanian yang subur, kerusakan lanskap, dan
masalah lingkungan. Dampak tidak langsungnya adalah migrasi penduduk dari
satu wilayah ke wilayah lain yang bisa menyebabkan peningkatan jumlah
penduduk. Lutfi (2006) menjelaskan bahwa perubahan pola alih fungsi lahan

menyebabkan perubahan penting dalam karakteristik pekerjaan dan mata



pencaharian penduduk. Furi & Sihaloho (2007) menekankan bahwa status
kepemilikan dan penguasaan lahan juga dipengaruhi oleh alih fungsi atau
konversi lahan.

Aspek perubahan penggunaan lahan fisik yang terkait dengan elemen
keruangan dan adanya aktivitas ekonomi dan mata pencaharian masyarakat
semakin bergeser dari pola agraris, gejala ini disebut deagrarianisasi
(Kurnianingsih & Rudiarto, 2014; Pujiriyani et al., 2018). Bryceson (2004)
menekankan bahwa deagrarianisasi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang
kompleks, termasuk perubahan dalam pola penggunaan lahan, urbanisasi, dan
pengurangan lapangan kerja di sektor pertanian. Dalam masyarakat adat seperti
Ciptagelar, alih fungsi lahan juga akan berpotensi mendorong terjadinya
perubahan sistem tenurial tradisional. Terjadinya perubahan sistem tenurial
memiliki dampak yang lebih kompleks lagi, yakni: memicu berbagai konflik
sosial antar masyarakat, serta konflik dengan pihak lain yang berkepentingan
terhadap alih fungsi lahan, kehilangan akses pada tanah yang merupakan
sumber penghidupan; kehilangan hak kepemilikan; kehilangan praktik budaya
yang mencerminkan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam
(Affandi & Harianja, 2009; Diantoro, 2020; Gnych et al., 2020).

Mayoritas Masyarakat Adat Ciptagelar memiliki mata pencaharian
sebagai petani. Bagi mereka pertanian adalah ritual adat yang sangat sakral dan
memiliki aturan tersendiri. Masyarakat Ciptagelar percaya bahwa manusia
hanyalah bagian dari beberapa makhluk yang hidup di alam semesta ini,
termasuk padi. Berdasarkan kepercayaan inilah masyarakat Kasepuhan
Ciptagelar memiliki keyakinan untuk terus menjaga apa yang sudah diwariskan
oleh para leluhurnya (Humaeni et al., 2018). Salah satu warisan leluhur yang
masih dijalankan Masyarakat Adat Ciptagelar adalah sistem pertanian yang
dilakukan satu kali dalam satu tahun dan berladang/huma (rurukan).
Masyarakat Adat Ciptagelar percaya bahwa kegiatan pertanian harus dilakukan
dengan mengikuti keyakinan leluhur mereka, salah satunya dengan

mempertahankan sistem/cara penguasaan dan pemilikan lahan pertanian



(sistem tenurial tradisional). Hal ini dilakukan agar proses pengelolaan lahan
pertanian dapat berjalan lancar.

Terjadinya alih fungsi lahan akan menjadi ancaman bagi keberadaan
sistem tenurial tradisional dari Masyarakat Adat Ciptagelar. Hal tersebut
dikarenakan alih fungsi lahan dapat berpotensi mengubah sistem tenurial
tradisional mereka. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk melindungi
keberlangsungan sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar.
Strategi tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi eksistensi sistem
tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar, tetapi secara tidak langsung
juga melindungi kearifan lokal masyarakat yang berupa kemandirian pangan.

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini membahas terkait dengan sistem tenurial tradisional yang
ada di Masyarakat Adat Ciptagelar, asal-usul terjadinya alih fungsi lahan
pertanian menjadi non-pertanian di Masyarakat Adat Ciptagelar, dampak alih
fungsi lahan yang terjadi terhadap sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat
Ciptagelar, dan solusi untuk eksistensi sistem tenurial tradisional Masyarakat
Adat Ciptagelar di tengah ancaman deagrarianisasi. Oleh karena itu, penelitian
ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan sistem tenurial tradisional di Masyarakat Adat
Ciptagelar;

2. Menganalisis riwayat alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian
yang terjadi pada Masyarakat Adat Ciptagelar;

3. Menganalisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap keberlanjutan
sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar.

4. Memproyeksikan strategi perlindungan eksistensi sistem tenurial
tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar di tengah ancaman
deagrarianisasi.

Secara akademik maupun praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat sebagai berikut:



1. Secara akademis, penelitian ini dapat berkontribusi pada studi perubahan
sosial, khususnya terkait deagrarianisasi dan perubahan lahan pada
Masyarakat Adat Ciptagelar.

2. Secara praktis, penelitian ini memberi masukan pada kebijakan pembinaan

dan pelaksanaan pengendalian hak tanah khususnya pada masyarakat adat.



BAB VIII
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Tanah di Kasepuhan Ciptagelar dan Gelaralam memiliki karakteristik
unik dalam konsep kepemilikannya yang berbeda dari sistem hukum pada
umumnya. Masyarakat di sana menganut konsep "menggarap" atau
"penggarap”, di mana tanah dianggap sebagai milik bersama yang harus dijaga
dan dikelola secara kolektif. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam
penguasaan dan kepemilikan lahan sehari-hari, termasuk penguasaan individu

dan bersama, serta kepemilikan baik secara individu maupun bersama-sama.

Perubahan penggunaan lahan di Kasepuhan Ciptagelar terjadi terus
menerus sepanjang periode mulai dari saat kasepuhan pindah dari Ciptarasa
hingga kembali pindah ke Kasepuhan Gelaralam. Selama rentang waktu
tersebut, perubahan terjadi pada area perumahan seluas 10,2 ha dan area leuit
seluas 0,4 ha. Perkembangan area terbangun ini secara langsung
mengakibatkan berkurangnya luas area persawahan dan tegalan yang tersedia

seluas 7 ha dan 4 ha.

Meskipun  Masyarakat Adat Ciptagelar belum  mengalami
deagrarianisasi secara langsung, perubahan penggunaan lahan terjadi karena
perpindahan hak garapan antar warga. Oleh Kkarena itu, ancaman

deagrarianisasi masih ada di Masyarakat Adat Ciptagelar.

Dalam rangka melindungi eksistensi sistem tenurial tradisional
Masyarakat Adat Ciptagelar, beberapa intervensi kebijakan diperlukan. Ini
mencakup pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan
keberlanjutan komunitas mereka, serta memberikan hak ulayat kepada wilayah
yang telah lama ditempati sebelum Indonesia merdeka. Untuk wilayah yang
ditempati setelah kemerdekaan, dapat diberikan hak sebagai Hutan Sosial atau
Hutan Adat. Selain itu, pentingnya pengakuan terhadap Areal Konservasi

104



Kelola Masyarakat (AKKM) sebagai upaya konkret dalam menjaga
lingkungan dan memberikan ruang hidup bagi Masyarakat Adat Ciptagelar.

. Saran

Diperlukan aturan yang lebih luas dan responsif terhadap cara lahan
digunakan di Kasepuhan Ciptagelar dan Gelaralam. Dengan cara memahami
bahwa lahan dimiliki bersama dan ada berbagai cara orang mengelola lahan.
Diperlukan langkah konkret untuk mengurangi dampak negatif perubahan
penggunaan lahan pertanian tradisional dengan memanfaatkan pengetahuan
lokal dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Disarankan untuk
menerapkan kebijakan yang lebih aktif dalam menjaga sistem tenurial
tradisional di Masyarakat Adat Ciptagelar, termasuk meningkatkan usaha
ekonomi dan memberikan hak ulayat kepada wilayah yang sudah ditempati
sebelum Indonesia merdeka. Pengakuan terhadap AKKM juga penting untuk
menjaga lingkungan dan keberlanjutan Masyarakat Adat Ciptagelar. Semua
langkah ini diharapkan dapat membantu melindungi sistem tenurial tradisional

Masyarakat Adat Ciptagelar di tengah perubahan penggunaan lahan.
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